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Muh. Nur Azis 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan efektifitas pajak 
hotel di Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan 
analisis perhitungan potensi dan efektifitas pajak hotel di Kabupaten Semarang. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari 
tahun 2010-2014 (5 tahun). Hasil penelitian menunjukan bahwa antara potensi riil 
penerimaan pajak hotel dan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan 
pemerintah daerah terdapat selisih cukup besar, artinya penerimaan pajak hotel 
di Kota Makassar belum dikelola secara optimal. Pengelolaan pajak hotel yang 
kurang optimal dikarenakan ada kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman 
wajib pajak, wajib pajak yang kurang jujur dan terbatasnya masa tenggang waktu 
pembayaran. 
 
Kata kunci : pajak kamar hotel, potensi, efektivitas 
 
 
The purpose of this study was to assess the potential and effectiveness of hotel 
tax in the city of Makassar . The data used in this research is time series data 
obtained from Statistics South Sulawesi province . Data collection method used is 
the method of calculation analysis documentation with hotel tax potential and 
effectiveness in Semarang regency . The data used is secondary data from the 
2010-2014 time series ( 5 years ) . The results showed that the real potential of 
hotel tax revenue and hotel tax revenue target set by the government there is a 
difference large enough area , meaning tax revenues hotel in Makassar not 
optimally managed . Management of hotel tax that is less than optimal because 
there are constraints such as a lack of understanding of the taxpayer , the 
taxpayer less than honest and limited grace period of payment. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, 
mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam 
mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. 
Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 memberi peluang 
lebih banyak  bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan 
daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi 
keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa undang-
undang otonomi daerah dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi 
dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu, diperlukan suatu 
perencanaan yang tepat dengan melihat potensi yang dimiliki terutama dalam 
mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel, restoran dengan 
sektor lainnya. 
Sejalan dengan pengelolaan keuangan negara, berbagai kebijakan yang 
telah ditempuh selalu diarahkan agar pembangunan di daerah dapat lebih 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus meningkatkan 
perekonomian nasional. Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia 
adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata baik secara 
material maupun spiritual. Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-
citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya 




Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna 
pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan 
yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan 
pemerintah yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial 
untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak. 
Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah pajak hotel. 
Pajak hotel dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang 
terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun penerimaan pajak hotel 
memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun 
pajak hotel merupakan sumber penerimaan yang potensial bagi daerah. Sebagai 
salah satu pajak tidak langsung, pajak hotel merupakan pajak daerah karena 
dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah 
tangga daerah. 
Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan data pajak hotel yang 
diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar tahun 2010 s/d 2014 
yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2010 s/d 2014 
Tahun Realisasi Pajak Hotel (Rp) Target Pajak Hotel (Rp) 
2010 26.320.810.853 27.627.281.850 
2011 31.617.040.229 32.323.240.000 
2012 35.099.580.609 34.823.238.000 
2013 37.706.182.022 42.000.538.000 
2014 44. 517.581.341 43.000.000.000 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2015 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar diperoleh data bahwa adanya selisih atau perbedaan yang cukup 
besar antara target dan realisasi penerimaan pajak hotel di kota Makassar, hal ini 
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menandakan adanya potensi pajak yang belum dimaksimalkan dengan baik, 
karena dari banyaknya hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan 
dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif 
dasar pajak. Oleh karena itu, dengan adanya fenomena tersebut di atas maka 
perlu diperhatikan potensi pajak hotel karena dengan potensi pajak hotel yang 
efektif maka akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, yang harus berusaha 
mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dan 
meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai urusan rumah 
tangganya sendiri. Penelitian ini hanya membahas pajak kamar hotel, bukan 
seluruh pajak hotel. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 
diambil judul penelitian sebagai berikut : “Analisis Potensi Pajak Hotel di Kota 
Makassar”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Seberapa besar potensi pajak kamar hotel yang dimiliki oleh Kota 
Makassar? 
2. Bagaimana efektifitas pajak kamar hotel di Kota Makassar? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan 
penelitian ini, yaitu antara lain untuk: 
1. menghitung potensi pajak kamar hotel yang dimiliki Kota Makassar. 




1.4 Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut. 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan 
tentang potensi pajak hotel dan pengembangannya. 
2. Kegunaan praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan 
dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui 
pengembangan potensi pajak hotel. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca 
dalam memahami isi penelitian. Sistematikan penulisan dalam penelitian ini 
terbagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut. 
Bab I : pendahuluan bab ini mengemukakan latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab II :  tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan teori dan konsep yang 
meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan dan 
pembayaran pajak, pengertian pajak hotel, objek dan subjek pajak 
hotel, dasar hukum pajak hotel, penetapan pajak hote, pengertian 
efektivitas, pengertian pendapatan asli daerah, potensi pajak, 
tinjauan empirik, kerangka pikir, dan hipotesis. 
Bab III :  metode penelitian yang menguraikan tentang rancangan penelitian, 
daerah dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan 
sumber data, definisi operasional variabel dan metode analisis. 
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Bab IV : hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan menjawab 
permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan 
landasan teori yang relevan 
Bab V :  penutup, bab ini mengemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan 
                   hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran. 
6BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1.1 Tinjauan Teori dan Konsep
1.1.1 Pengertian Pajak
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut
perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam suatu
negara pastilah terdapat pemerintah yang berperan mengatur seluruh
kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan
biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan
tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah
satunya bersumber dari pajak.
Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang
dikutip oleh Suandy (2011:9) bahwa “pajak adalah prestasi kepada pemerintah
yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa
ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual,
maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”
. Menurut Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai
definisi tersebut adalah sebagai berikut.
1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
74. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public
investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari
pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
Para ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pengertian pajak dengan
berbagai pendapat yang berbeda antara lain pengertian pajak menurut Adriani
yang dikutip oleh Brotodihardjo (2010:2), mengatakan bahwa:
“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2013:3) bahwa:
“pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh
pengusaha berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”
Dalam definisi di atas memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak,
sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yang fungsi mengatur.
Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak
dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi
hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat
yang diletakkannya, sebagai contoh : segi penghasilan dan segi daya, namun
kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.
Menurut Sumitro dalam Mardiasmo (2013:1) bahwa “pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
8dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk
mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari
masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan
ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu
kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara yang
berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-
undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.
Supriyanto (2011:1) mengatakan bahwa:
“pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dan
masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya
pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.”
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Resmi (2011:1)
yaitu:
“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan dari sebagian kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada
jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara
kesejahteraan secara umum”.
Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran
rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan untuk pengeluaran umum dan
mensejahterakan rakyat tanpa ada jasa timbal balik dari negara secara langsung
untuk rakyat.
91.1.2 Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran
termasuk pengeluaran pembangunan.
Berdasarkan hal di atas maka Sumarsan (2010:5) pajak mempunyai
beberapa fungsi, yaitu:
“1. fungsi penerima (Budgetair)
2. fungsi mengatur (Regulerend)”.
Untuk lebih jelasnya dari kedua fungsi pajak di atas akan diuraikan sebagai
berikut.
1. Fungsi penerima (Budgetair)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara,
yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melasanakan
pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari
penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk membiayai rutin
seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.
Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan
pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai
kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini
terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Fungsi mengatur (Regulerrend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah
masyarakat dan struktur kekayaan antara pajak pelaku ekonomi. Fungsi
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mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak
dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangn dengan
kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk
mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak
ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring
penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan
berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi
produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi
untuk produk luar negeri.
Menurut Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu antara lain.
1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (Budgetair)
Adalah pajak berfungsi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Pengatur (Regulerend)
Adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemeintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan
tertentu di luar bidang keuangan.
Menurut Fidel (2011:3) pajak yang dikenakan kepada masyarakat
mempunyai dua fungsi yaitu:
“1. fungsi finansial (budgetair)
2. fungsi mengatur (regulerend)”
Untuk lebih jelasnya dari kedua fungsi pajak yang dikemukakan oleh Fidek
akan diuraikan sebagai berikut :
1. Fungsi Finansial (Budgetair)
Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah
untuk membiayai pengeluaran belanja guna kepentingan dan keperluan
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seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut “revenue adequacy”, yaitu
bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan
penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belajan
negara.
Dengan demikian fungsi finansial, yaitu pajak merupakan sumber dana bagi
pemerintah (apalagi untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang
paling utama, dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang
dimiliki pemerintah, misalnya minyak dan gas bumi), guna mendapatkan
uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan
pembangunan negara.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Sebenarnya fungsi mengatur adalah tujuan agar memberikan kepastian
hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu
diusahakan, agar ketentuan yang dirumuskan jangan sampai dapat
menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara fiskus dan wajib pajak.
Namun perlu diingat pula bahwa fungsi pajak itu bukan semata-mata hanya
untuk mendapatkan uang bagi kas negara, itu memang benar, namun yang
pelu diingat juga, bahwa negara Republik Indonesia dalam menjalankan
fungsi pajak untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, moneter,
sosial, budaya dan bidang lainnya.
2.1.3 Sistem Pemungutan dan Pembayaran Pajak
Pemungutan pajak hotel menggunakan system self assessment yaitu
sistem pembayaran pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan omzet bulanan yang
terjual.
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Wajib pajak diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD, dengan melampirkan bon nota/tanda pembayaran yang
telah di perporasi/legalisasi. Apabila wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajibannya setelah dilakukan pemeriksaan, kepadanya dapat diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana
penagihan pajak.
Kelengkapan yang harus dipersiapkan antara lain.
1. Wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTDP) dan
menandatangani oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa.
2. Menyiapkan bon nota/tanda pembayaran untuk diperporasi/legalisasi oleh
dinas.
3. Bilamana tidak, maka dinas menyiapkan bon nota dengan permohonan wajib
pajak.
4. Menyiapkan laporan keuangan untuk pemeriksaan rutin maupun berkala dari
dinas dengan melaporkan jumlah bon nota/tanda pembayaran yang sah yang
telah terjual untuk ditetapkan besaran pajaknya.
5. Bilamana pihak pengelola tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka
terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa SKPDKB sesuai
hasil pemeriksaan.
2.1.4 Pengertian Pajak Hotel
Menurut Muqodim (2005:125) bahwa:
“Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Dalam pemungutan pajak
hotel terdapat beberapa terminologi, sebagai berikut: hotel adalah fasilitas
jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pasanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pengusaha hotel
adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam
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lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang
fasilitas jasa penginapan. Bon penjualan (bill) bukti pembayaran yang
sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada
saat mengajukan pembayaran atau jasa pemakaian kamar atau tempat
penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak/tamu
hotel.”
Setiap pengusaha hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota
pesan (bill), termasuk penggunaan mesin cash register sebagai bukti
pembayaran. Bon penjualan baru dapat digunakan setelah dilegalisasi (berupa
perporasi atau stempel pemerintah) oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama dan
alamat usaha, dicetak dengan nomor sen, dan digunakan sesuai dengan nomor
urut.
Berikut ini dikemukakan pengertian pajak hotel sebagaimana dikemukakan
oleh Muqodim (2005:127) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, pengertian
dari pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
“Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas
lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang
menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk
pertokoan dan perkantoran. Pajak hotel tergolong sebagai Pajak Daerah
Tingkat II. (UU No. 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21).”
Siagian (2010:245) mengatakan bahwa:
“Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, pengenaan pajak hotel
tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di
Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak
mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk
dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah
daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peratuan daerah tentang pajak
hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam
teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah
kabupaten atau kota yang bersangkutan.”
Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu
diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.
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1. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya
dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,
dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan
perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk klasifikasi apa pun
beserta fasilitas lainnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan
untuk umum.
3. Pengusahan hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun
yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di
bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima seharusnya sebagai imbalan atas
penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik
hotel.
5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti
pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak saat mengajukan pembayaran
atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas
penunjang lainnya kepada subjek pajak.
Contoh pembayaran, misalnya seseorang menginap di hotel “ABC” dan
melakukan pembayaran atas
Jasa sewa kamar Rp 2.500.000,00
Jasa binatu Rp    200.000,00
Jasa telepon Rp    100.000,00 +
Jumlah Rp 2.800.000,00
Service charge Rp    280.000,00 +
Jumlah pembayaran Rp 3.080.000,00
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Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan pajak
hotel, yaitu sebesar Rp 3.080.000,00
Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum
perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada hotel
Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada hotel
“ABC” di atas dan apabila besarnya tarif pajak yang ditetapkan pada kota di
mana hotel “ABC” berlokasi, adalah sebesar sepuluh persen, maka dapat
dihitung besarnya pajak hotel yang terutang, yaitu sebesar 10% x Rp
3.080.000,00 = Rp 308.000,00
2.1.5 Obyek dan Subyek Pajak Hotel
Dalam melakukan pungutan atas pajak hotel, terdapat subjek pajak, wajib
pajak dan objek pajak hotel. Pada pajak hotel, yang menjadi wajib pajak adalah
orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati
dan membayar pelayanan yang diberikan  oleh pengusaha hotel. Sementara itu,
yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau
badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau
pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran
di hotel, termasuk:
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a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek:
1. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek meliputi antara
lain gubuk wisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggarahan
(hostel), losmen, dan rumah penginapan.
2. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan
jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas
seperti rumah penginapan.
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau
fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan.
1. Pelayanan penunjang antara lain: telpon, faksimili, teleks, fotocopy,
pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang
disediakan atau dikelola penginapan.
2. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel,
bukan untuk umum.
3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
4. Penjualan makanan dan/atau minuman ditempat yang disertai dengan
fasilitas penyantapannya.
Masdiasmo (2013:34) mengemukakan bahwa:
“Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha
ihotel. Besarnya jumlah pajak hotel yang terutang dihitung mengalikan tarif
dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak hotel ditetapkan dengan
peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah
pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tempat terutangnya pajak hotel
di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.”
Adapun obyek pajak hotel antara lain.
1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian
rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau
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lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas
penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata
(cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggarahan (hostel), losmen dan
rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilias penginapan atau tempat
tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, teleks,
fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang
disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel,
bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat
kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang
disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
2.1.6 Dasar Hukum Pajak Hotel
Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar
hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak
yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau
kota adalah sebagaimana menurut Siagian (2010:246) di bawah ini:
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
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4. Keputusan walikota/bupati yang mengatur tentang pajak hotel sebagai
aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada
kabupaten/kota dimaksud.
2.1.7 Penetapan Pajak Hotel
Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses
kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga
dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan,
pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak
dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak
ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan
penyetoran pajak dan penagihan pajak.
Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang
dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan
ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan
sistem self assesment , yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Dinas
Pendapatan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus
hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib
pajak.
Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya
pada wajib pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak
yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan
dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap
19
memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD
dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas
Pendapatan Daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan
yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau
pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang
dengan menerbitkan SKPD. SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama
tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain
yang telah ditetapkan oleh walikota/bupati. Apabila setelah lewat waktu yang
ditentukan wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib
pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan
dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
Dalam jangka waktu lima tahun  sesudah terutangnya pajak,
bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan
pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh
wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian
hukum apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib
pajak dalam SPTPD telah memenuhi  ketentuan peraturan-peraturan perundang-
undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan
kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam
pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan
oleh wajib pajak.
Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hotel dengan sistem self
assesment, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap
wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota.
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Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat
dilihat pada ketentuan umum pajak daerah.
Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTD)
jika pajak hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Hasil penelitian
SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau
salah hitung dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan
kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang
melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga
dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang.
Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak
dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak mau atau terlambat menyampaikan
SPTPD. Selain ketentuan di atas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD
apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan
demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB
atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan
jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang
tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama
15 bulan sejak saat terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus dilunasi dalam
jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, serta
tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.
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2.1.8 Pengertian Efektivitas
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi
tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat
adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang
telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat
apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Menurut The Liang Gie seperti yang dikutip oleh Halim dan Damayanti
(2007:166) efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang
dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud
tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila
menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Efektivitas dapat dinilai
atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan pada konsep tujuan yang
maksimum.
Mardiasmo dalam Hapsari (2011:65) mengemukhakan bahwa “efektifitas
yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan
ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur  dari
organisasi”. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu
operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika
kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan sasaran
yang telah ditentukan.
Dari pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektiftias
bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka
semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1(satu) di
mana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan.
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Rasio di bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.
Selama ini belum ada ukuran baku mengenai katergori efektifitas, ukuran
efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.
2.1.9 Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil
yang diperoleh dari pemerintah pusat yang dapat diukur dengan uang karena
wewenang yang diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil pajak daerah
dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan
daeraha serta pendapatan daerah lain-lain yang sah.
Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baik
pula kemampuan dalam melaksanakan pembangunan. Dan semakin tinggi
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah
maka semakin mandiri suatu daerah tersebut. Karena PAD merupakan tolak ukur
kemampuan dari suatu daerah dalam mengatur penerimaan dana dari
masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah. Dari tahun ke tahun kebijakan
mengenai pendapatan asli daerah di setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota
tidak banyak berubah. Artinya sumber utama pendapatan daerah komponennya
itu yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari BUMD. Hal
ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan fiskat pemerintah pusat dalam APBN yang
tetap mengandalkan penerimaan jenis pajak yang subur untuk kepentingan
nasional.
Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah
daerah (pemda) berlomba-lomba menciptakan ‘kreatifitas baru’ untuk
mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD di masing-masing
daerah. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah dengan peningkatan PAD
pemda mampu melaksanakan seluruh kewenangannnya? Apakah dengan
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meningkatnya PAD sudah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan
pelakasanaan desentralisasi atau otonomi daerah?
Selama PAD benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat
lokal, investor lokal, maupun investor asing, tentu tidak masalah. Dapat dikatakan
bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun mengidentifikasikan
daerah tersebut mampun membangun secara mandiri tanpa tergantung dana
pusat.
Sebaliknya, jika peningkatan PAD justru berdampak terhadap
perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum
dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pelaksanaan
otonomi daerah. Sebab peran pemda dalam perekonomian daerah cenderung
akan semakin menurun, karena perubahan fungsi pemerintahan ke arah
fasilitator. Artinya, inisiatif memang harus datang dari masyarakat lokal yang
sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan pemda.
Memang jika dikaji secara cermat, kebijakan PAD tidak berkaitan langsung
dengan implementasi desentralisasi. Tanpa desentralisasi pun PAD sebenarnya
merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Namun, nilai dan peran PAD
selama ini masil relatif kecil dan banyak tergantung kepada pertumbuhan
ekonomi daerah (PDRB) yang dilihat dari besar kecilnya nilai investasi di suatu
daerah.
Umumnya, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi, dengan
peningkatan nilai investasi yang tinggi setiap tahun akan memberikan kontribusi
cukup besar terhadap pajak dan atau PDRB. Jika dibandingkan antara daerah
perkotaan dan kabupaten, maka kegiatan perekonomian jauh lebih berkembang
di kota dibandingkan dengan daerah kabupaten. Oleh sebab itu, PAD daerah
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perkotaan cenderung lebih besar daripada PAD daerah kabupaten. Seperti
diketahui, sebagian besar daerah di Indonesia merupakan kabupaten, wajar bila
sebagian besar kabupaten di Indonesia berusaha untuk meningkatkan PAD-nya
agar tidak jauh berbeda dengan daerah perkotaan. Namun, daerah kabupaten
dengan potensi sumber alam cukup besar cenderung mampun untuk
meningkatkan PAD-nya.
Berbicara mengenai PAD, tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah
secara keseluruhan. Menurut Saragih (2007:52) undang-undang otonomi daerah
tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik provinsi, kabupaten, kotamadya
menurut Undang-Undang No.5 tahun 1974 adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. bagi hasil pajak dan non pajak
3. bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. pinjaman daerah
5. sisa lebih anggaran tahun lalu
6. lain-lain penerimaan daerah yang sah
Pendapatan daerah sebagaimana dikemukakan oleh Fauzi dan Iskandar
(2007:10) bahwa pendapatan daerah adalah komponen dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pembangunan dan
melancarkan jalannya roda pemerintahan. PAD adalah pendapatan yang
diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari
beberapa sumber yang telah digali untuk mendapatkan hasil, guna untuk




Potensi pajak untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu
negara bisa dilihat dari tax gap. Tax gap merupakan selisih antara jumlah potensi
pajak yang dapat dipungut (taxes owed) dengan jumlah realisasi penerimaan
pajak (taxes paid). Tax gap menunjukkan potensi penerimaan yang belum
berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara semata diukur dengan
kemampuannya mengumpulkan penerimaan pajak dibandingkan dengan yang
seharusnya dikumpulkan. Ukurannya adalah seberapa mampu otoritas pajak
suatu negara membuat para pembayar pajaknya patuh (comply), melaksanakan
kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya
memperkecil tax gap antara lain dengan meningkatkan kemampuan otoritas
pajak dalam mengakses data serta meningkatkan voluntary compliance wajib
pajak. Voluntary compliance adalah kepatuhan yang secara sukarela
dilaksanakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
2.2 Tinjauan Empirik
Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan
penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan
pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat
dilihat melalui kolom di bawah ini.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu









Hasil penelitian menunjukkan bahwa
potensi pendapatan dan nilai pajak
hotel adalah lebih besar dibandingkan
realisasinya. Efektifitas pajak hotel
menurun dari tahun ke tahun (2005-
2009) bahkan nilainya tidak lebih dari
5% setiap tahun. Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa pajak hotel di
Kabupaten Gunung Kidul masih jauh
dari kualitas baik. Baik sistem
manajemen dan beberapa tindakan










Hasil perhitungan tren menunjukkan
arah positif sehingga ada
kecenderungan peningkatan pajak







Hasil penelitian menunjukkan bahwa
antara potensi riil penerimaan pajak
hotel dan target penerimaan pajak
hotel yang ditetapkan pemerintah
daerah terdapat selisih cukup besar,
artinya penerimaan pajak hotel di
Kabupaten Semarang belum dikelola
secara optimal. Efektifitas pajak hotel
di Kabupaten Semarang pada tahun
2008 sebesar 79%, hasil ini termasuk
dalam kriteria cukup. Pada tahun
2009 efektivitasnya sebesar 89%
yang termasuk dalam kriteria tinggi.
Tahun 2010 efektivitasnya sebesar
87% yang termasuk dalam kriteria
tinggi, serta pada tahun 2011
efektivitasnya sebesar 85% yang juga
termasuk dalam kriteria tinggi.
Pengelolaan pajak hotel kurang
optimal dikarenakan ada kendala-
kendala seperti kurangnya
pemahaman wajib pajak, wajib pajak
yang kurang jujur dan terbatasnya
masa tenggang waktu pembayaran.
2.3 Kerangka Pikir
Dalam membiayai pembangunan yang ada di Kota Makassar, maka salah
satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap pendanaan dari sektor pajak.
Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas
Pendapatan Daerah dilakukan usaha-usaha peningkatan pajak hotel secara
optimal untuk mengisi kas daerah yang digunakan untuk membiayai
pembangunan, yakni dengan melakukan penerimaan-penerimaan pajak hotel
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dan pendapatan asli daerah (PAD) agar dapat digunakan. Potensi pajak hotel di
Kota Makassar dipandang potensial, mengingat gairah usaha dan perdagangan
yang semakin meningkat. Oleh karena itu agar potensi pajak dapat efektif, maka
dinas pemerintah Kota Makassar harus mencapai target penerimaan pajak
daerah yang telah ditetapkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang
digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri, hal ini
dimaksudkan agar potensi pajak hotel khususnya di Kota Makassar dapat efektif,
karena apabila pendapatan pajak hotel besar, maka akan memberikan kontribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang
telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangkan pemikiran
dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:












BAB III  
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan latar belakang, permasalahan, 
tujuan, tinjauan empirik, kajian pustaka, dan hipotesis penelitian. Langkah 
selanjutnya adalah mempersiapkan pendekatan penelitian. Pendekatan 
penelitian menjelaskan rencana yang mengarahkan proses dari hasil penelitian 
sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif. Dalam penelitian ini 
maka jenis penelitian adalah kuantitatif yang dimaksudkan untuk mengetahui 
potensi pajak hotel di Kota Makassar. 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
berlokasi di Jalan Urip Sumorhardjo No. 8. Waktu penelitian dimulai dari bulan 
September sampai dengan bulan Oktober tahun 2015. 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data maka metode pengumpulan data yang digunakan 
sebagai berikut : 
1. Studi Lapangan (Field Research), yaitu teknik pengumpulan data dengan 
cara melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek 
yang diteliti. Data tersebut diperoleh dengan cara: 
a. pengamatan (observation), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mengamati langsung data yang berkaitan dengan masalah yang akan 
diteliti kemudian mencatatnya secara sistematis. 
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b. wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
berkomunikasi langsung untuk mendapatkan informasi langsung dari 
koresponden. 
c. dokumentasi, yaitu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mempelajari catatan-catatan dari pihak-pihak 
yang mempunyai otoritas. 
2. Studi Pustaka (Library Research), yaitu mengumpulkan data sebagai 
referensi untuk melakukan penelitian dengan mempelajari literatur-literatur 
yang berhubungan dengan aspek permasalahan dan menunjang 
pembahasan dalam pembuatan skripsi. 
3.4 Sumber Data 
Sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini bersumber dari: 
1. data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti 
data yang diperoleh sebagai hasil wawancara yang merupakan tanya jawab 
langsung dengan pegawai yang ada mengenai hal-hal yang berhubungan 
dengan potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar 
2. data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan telah menjadi dokumentasi 
seperti profil kantor dinas pendapatan daerah, struktur organisasi Dinas 
Pendapatan Asli Daerah serta data lainnya yang menunjang penelitian ini. 
3.5 Populasi dan Sampel 
Menurut Sugiono (2011:72) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu 
yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya”. Dari pendapat di atas dapat dikatakan populasi bukan sekedar 
subjek yang akan diteliti atau dipelajari tetapi menyangkut keseluruhan 
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karakteristik atau ciri-ciri subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua hotel yang ada di kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah 
sampel semua yaitu mengambil data seluruh populasi. 
3.6 Definisi Istilah Variabel 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah sehingga didefinisikan 
secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini, adapun variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini. 
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan 
dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki 
oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 
Pajak hotel merupakan pungutan daerah atas pelayanan hotel, yang 
dikenai pajak. 
Potensi adalah hasil kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 
dikembangkan. 
Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga 
dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan 
dan prosedur dari organisasi. 
Potensi Pajak Hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang 
berkaitan dengan jumlah serta frekuensi Objek Pajak yang kemudian dikalikan 
dengan tarif dasar pajak. 
Target Pajak Hotel adalah perkiraan yang ditetapkan dan diharapkan 
diterima oleh pemerintah daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh 
hotel.  
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel adalah penerimaan yang diterima oleh 
pemerintah daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel.  
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Tarif kamar rata-rata adalah yang diterima hotel sebagai pendapatan, 
dihitung dengan cara membagi pendapatan dari kamar dengan jumlah kamar 
yang ada.  
Tarif pajak adalah besarnya tarif hotel yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah dan besarnya sesuai dengan keputusan pemerintah masing-masing 
daerah. Dalam penelitian ini besarnya tarif Pajak Hotel yang ditetapkan adalah 
sebesar 10%.  
3.7 Analisis Data 
Untuk mengetahui hasil suatu penelitian maka dilakukan analisis terhadap 
data yang telah diperoleh. Adapun alat analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Perhitungan Potensi 
Untuk menghitung potensi pajak kamar hotel digunakan rumus sebagai 
berikut : 
  PPH = A X B X C X D X E 
Dimana : 
 A = Jumlah kamar 
 B = Tarif kamar rata-rata 
 C = Jumlah hari 
 D = Tarif pajak hotel 
E  = Tingkat hunian kamar 
Dalam perhitungan potensi pajak kamar hotel digunakan beberapa 
asumsi untuk memberi batasan dan definisi terkait variabel-variabel yang 
digunakan antara lain: 
a = Jumlah hari dalam 1 tahun : 360 hari (tahun takwin 360 hari) 




2. Analisis Efektivitas 
Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak kamar hotel digunakan 
rumus sebagai berikut : 
   Realisasi penerimaan pajak kamar hotel  x 100% 
    Potensi pajak hotel 
Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka 
semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 
(satu) dimana realisasi atau target yang telah ditentukan. Rasio dibawah 
standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum 
ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya 
dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. Tingkat 
efektivitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu. 
Tabel 3.1 
Pengukuran Nilai Efektifitas 
Kriteria Persentase 
100% Efektif 
85 s.d. 99% Cukup Efektif 
65 s.d 84% Kurang Efektif 
<65% Tidak Efektif 







Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut. 
1. Selama periode 2010-2014 realisasi penerimaan pajak kamar hotel di Kota 
Makassar masih jauh dari potensi pajak kamar hotel yang dimiliki Kota 
Makassar. Penetapan target pajak kamar hotel jauh dari potensi yang dimiliki 
karena hanya berdasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya 
sehingga potensi tidak tergali secara optimal. 
2. Efektivitas penerimaan pajak kamar hotel Kota Makassar tahun anggaran 
2010-2014 belum efektif yaitu hanya berkisar antara 55,24% sampai 
75,03%. 
 
5.2 Saran  
Melihat dari potensi dan efektifitas pajak khususnya pajak  kamar hotel 
dapat menunjukkan bahwa untuk pajak kamar hotel di Kota Makassar memiliki 
potensi penerimaan yang sangat besar. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah 
Daerah dan pihak–pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup 
besar pada pajak kamar hotel sehingga penerimaan dan kontribusi baik terhadap 
Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan lagi. Adapun 
saran yang dapat disampaikan sebagai berikut .  
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1. Pemerintah Daerah Kota Makassar khususnya dinas terkait harus 
mengkaji ulang dalam penetapan target penerimaan pajak kamar hotel 
agar sesuai dengan potensi riil.  
2. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna 
meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal 
ketaatan pembayaranaktu pajak tepat waktu dan tepat jumlah. 
DISPENDA juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap 
wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya dan 
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